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ABSTRAK

Sebelum tahun 1960, di Indonesia berlaku dualisme hukum pertanahan yaitu
berlaku hukum-hukum tanah kolonial Belanda. Didalam hukum perdata barat
diatur mengenai hak barat, yang mana hak barat merupakan hak atas tanah bagi
orang asing yang diatur dalam Undang-Undang. Hak atas tanah tersebut dibagi
menjadi 4 (empat) macam yaitu : Hak Eigendom, Hak Opstal, Hak Erfpacht dan
hak Gebruik. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA hak
tersebut dikonversi menjadi hak milik, hak guna bagunan, hak pakai, hak guna
usaha. Dalam prakteknya masih terdapat tumpang tindih Sertifikat Hak Milik
(SHM), seperti pada kasus Putusan Pengadilan Nomor 321/Pdt/G/2018/PN
dimana terdapat dua Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk satu obyek yang sama.
Permasalahan dalam penulisan ini, bagaimana penyelesaian terhadap sengketa
kepemilikan pemegang hak atas tanah Eigendom Verponding setelah berlakunya
hukum agraria nasional, apa pertimbangan hakim tentang sengketa kepemilikan
pemegang hak atas tanah barat Eigendom Verponding setelah berlakunya Undang
— Undang Pokok Agraria tanah yang tanda bukti haknya tumpang tindih,
bagaimana status kepemilikan bidang tanah barat Eigendom Verponding yang
tanda bukti haknya setelah konversi menurut Undang — Undang pokok Agraria.
Tujuan dari karya tulis ini untuk melihat bagaimana penyelesaian terhadap
sengketa kepemilikan pemegang hak atas tanah Eigendom Verponding setelah
berlakunya hukum Agraria Nasional, Apa pertimbangan Hakim tentang sengketa
kepemilikan pemegang hak atas tanah barat Eigendom Verponding setelah
berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tanah yang tanda bukti haknya
tumpang tindih, dan bagaimana status kepemilikan bidang tanah barat Eigendom
Verponding yang tanda bukti haknya setelah konversi menurut Undang-Undang
Pokok Agraria. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif
yang menekankan pendekatan hukum dengan melihat peraturan perundang-
undangan, baik bahan hukum primer maupun sekunder, atau dengan melihat
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memecahkan masalah. Dari
hasil penelitin ini diketahui jika penyelesaian sengketa berdasarkan putusan
Pengadilan Negeri Semarang Nomor 321/Pdt/G./2018/PN adalah dengan
memenangkan penggugat dikarenakan penggugat memiliki asal usul SHM yang
berasal dari SHGB tahun 1984. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Semarang
atas putusan Nomor 321/Pdt/G./2018/PN adalah SHGB merupakan alas hak untuk
dapat dilakukan peningkatan hak menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Sehinga
pemilik obyek yang mempunyai SHM dengan asal usul Sertifikat Hak Guna
Bangunan(SHGB) adalah pemilik yang sah.

Kata kuci : Konversi Hak Atas Tanah, Eigendom, Undang — Undang Pokok
Agraria (UUP



ABSTRACT

Before 1960, in Indonesia, land law dualism applied, namely that Dutch colonial
land laws applied. Western civil law regulates western rights, where western
rights are land rights for foreigners as regulated in law. Land rights are divided
into 4 (four) types, namely: Eigendom Rights, Installation Rights, Erfpacht's rights
and Gebruik's rights. Afier the enactment of the Basic Agrarian Law (UUPA),
these rights were converted into property rights, building use rights, use rights,
business use rights. In practice, there are still overlapping Ownership Rights
Certificates (SHM), as in the case of Court Decision Number 321/Pdt/ G/2018/PN
where there are two Certificates of Ownership Rights (SHM) for the same object.
The problem in this writing is, how to resolve the dispute over ownership of land
rights holders of Eigendom Verponding after the enactment of the national
agrarian law, what are the judge's considerations regarding disputes over
ownership of rights holders on the western land of the Verponding Eigendom after
the enactment of the Basic Agrarian Law, the land whose proof of rights overlaps,
what is the ownership status of the western land plot of the Verponding Eigendom
which has the proof of rights after conversion according to the main Agrarian
Law. The aim of this paper is to see how the settlement regarding the ownership
dispute over land rights holders of Eigendom Verponding after the enactment of
the National Agrarian Law, what are the Judge's considerations regarding the
ownership dispute over land rights holders over Eigendom Verponding after the
enactment of the Basic Agrarian Law on land whose proof of rights overlaps, and
what is the status of ownership of the western land plot Eigendom Verponding
which is proof of rights after conversion according to the Basic Agrarian Law.
This research uses a normative juridical approach method which emphasizes a
legal approach by looking at statutory regulations, both primary and secondary
legal materials, or by looking at applicable statutory regulations to solve
problems. From the results of this research, it is known that dispute resolution is
based on the decision of the Semarang District Court Number
321/Pdt/G./2018/PN is to win the plaintiff because the plaintiff has origins
originating from SHGB in 1984. The judge's consideration at the Semarang
District Court regarding decision Number 321/Pdt/G./2018/PN is that is the basis
for the right to be able to upgrade the right to a Certificate of Ownership. So that
the owner of the object that has SHM with the origin of the Building Use Rights
Certificate is the legal owner.

Keyword : Conversion of Land Rights, Eigendom, Basic Agrarian Law
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